
1 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Fatma Wahyuddin Mendorong Revisi Perda Sampah: Pentingnya Detail dalam Zonasi dan Tarif 

 

Sumber gambar: 

https://berita.news/2024/08/28/fatma-wahyuddin-mendorong-revisi-perda-sampah-pentingnya-detail-dalam-zonasi-dan-tarif/ 

 

 

Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Demokrat, Fatma Wahyuddin menggelar 

sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan, di Hotel Karebosi Premier Hotel, Rabu (28/8/2024). 

Menurut Ketua Fraksi Demokrat tersebut, Perda ini memiliki turunan berupa Perwali nomor 

56 tahun 2015 tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan persampahan. 

“Didalam perwali no.56 tahun 2015 ini lebih detail karena diatur mulai jenis sampah, sampai 

tarif dan zonasi sampah,” kata Wakli Ketua Komisi A DPRD Makassar itu. 

Fatma menilai, Perda No.11 tahun 2011 ini sudah perlu direvisi kembali dikarena didalam 

perda ini tidak diatur secara detail terkait Zonasi, tarif, Jenis Sampah (sampah komersial dan 

sampah rumah tangga) dan lain sebagainya. 

“Perda ini perlu direvisi karena didalam perda ini tidak diatur secara detail terkait Zonasi, 

Jenis sampah, tarif sampah perzonasi dan masih banyak lagi lainnya yang belum diatur 

didalam perda ini,” ungkapnya. 

Sekadar diketahui, perda retribusi sampah ini sendiri rencana bakal direvisi pada tahun 2023 

mendatang. 

Sementara, Muh Aminuddin membeberkan, latar belakang dibentuknya perda ini, lantaran 

makin meningkatnya jumlah penduduk di kota Makassar. 

Baca Disini Azwar Dorong Pemuda Makassar Berperan dalam Pembangunan 

“Kemudian pola komsumtif masyarakat di kota itu berbeda dengan di Kabupaten, di kota 

lebih besar komsuntifnya,” ujar Aminuddin. 
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Selain itu, menurut Aminuddin, Perda ini dibuat untuk menjngkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) kota Makassar. “Kalau PAD meningkat berarti operasional pelayanan persampahan 

bisa terpenuhi,” tandasnya. 
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Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

31 ayat (1) yang menyatakan: 

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: 

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: 

c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang 

mengenai pajak daerah dan retribusi daerah; 

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: 

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-

undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 


